
 

 

 

BUPATI TELUK WONDAMA 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA 

NOMOR 15 TAHUN 2019 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TELK WONDAMA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk 

Wondama, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten 

Teluk Wondama dilarang menerima hadiah atau suatu 

pemberian dari siapapun juga yang berhubungan 

dengan jabatan atau pekerjaannya; 

b. bahwa kultur budaya dan adat istiadat Orang Asli 

Papua, yang telah belangsung secara turun temurun 

sampai saat ini, berkaitan dengan pemberian dan 

penerimaan yang dilakukan dalam rangka pelaksaan 

acara/prosesi/ritual adat istiadat dan budaya, 

besaran nilai nominalnya tidak dapat ditentukan. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;  

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851);  



2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang 

Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151); Sebagaimana Telah Diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi 

Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4884): 

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 129, Tambahan    Lembaran    Negara Republik 

Indonesia Nomor 4245); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  

Komisi Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah 

dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5698); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) 

sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  

11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan 

Jangka Menengah Tahun 2012-2014 

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah; 



13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan 

Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan 

Penetapan Status Gratifkasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863); 

 

Memperhatikan :  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 

061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang 

Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK 

WONDAMA. 

 

 

 

Pasal  I 

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati  Nomor 29 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, ditambahkan satu Pasal  yakni 

Pasal 5A,  yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5A 

Batasan nilai Pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf  l dan 

batasan nilai Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, 

tidak berlaku dalam hal pelaksanaan upacara adat/agama lainnya sesuai 

adat budaya setempat yang dilakukan oleh Orang Asli Papua.  

 

 

 

 

 



Pasal  II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

 

 

Ditetapkan di Rasiei 

pada tanggal 30 April 2019 

 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

 

 

    BERNADUS A. IMBURI 

 

Diundangkan di Rasiei 

pada tanggal 30 April 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, 

 

 

                           

                           DENNY SIMBAR 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019 NOMOR 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAF HIRARKI 

Sekretaris Daerah  

Asisten Bid. Pemerintahan  

Kabag Hukum dan HAM  

   

 


